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KAJIAN PUSTAKA
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ab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, dan kerangka

ikian. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang

Synanyes neje uelbegas dipnbusw bueue)iqg |
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Q
re&vai serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian.
(]
gTeori-éori yang terkait yaitu pengertian pajak, pengertian sosialisasi perpajakan, pengertian
) =

%kebijag’@n pemerintah mengenai insentif pajak di tengah pandemi COVID-19, pengertian
s

Ny,

S

Q

w

Susaha ﬁﬂkro kecil dan menengah serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel dalam
=

o)

wnjue

3
penelitian.
L)

~

Pada bagian akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan

aAéJaLu uep uey

arialgl yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori. Kemudian kerangka pemikiran dalam
(= 5

kem&dan uraian singkat.
(o

L;,;adasan Teori

eyIng
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1. WPerpajakan
o

2. Definisi Pajak

Ul

Fg;ngertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat

atas %dang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpaﬁkan Pasal 1 Ayat (1) yaitu:
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“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan

yang @sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

—_

: u
gsecara?angsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

1D

O
akyat®:

Ej_gem

R 191 11w

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

1begas diynbusw

«

BU111g exd1) ey
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ngiitan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sum-

s

b

pugibun

gam: wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan,

9S Neje ue
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.EIYD
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ga beli barang dan sebagai nya.”
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Pengertian Wajib Pajak

} 11 siny ekuey yn
Jeuwdyu| uep sgisig

P@gertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 perubahan

Juaw edue
M)

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
=

EPerpaj%:kan Pasal 1 ayat (2) yaitu:
3 1]
= ()
S “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
;dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
2 =
g.ketenﬂgn peraturan perundang-undangan perpajakan.”
5 £
> -
c o
3 !_t} Asas-Asas Perpajakan
. al
H81m (2020:3) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip
=)
perpajakan yang masih digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan modern. Tiga
=y
(=]

prinsg utama perpajakan adalah:
o
%) Efficiency
o . . . .
Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil

pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

ueny
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(2) Equity

Pemungutan pajak harus adil di antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya.

gPajak ;jikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk

buele

membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

(3) Economic effects must be considered

Bunpunig eydi ey

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis Wajib Pajak. Hal ini

1e ueibegas diynbusw

Q)

hai:'us &ipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan

9sS N

— h
c.

gjaﬁlgan‘,: sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi

= C
=

gpel;usaﬁaan.
q Fungsi Pajak
Resrﬁi (2019:11) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:
(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
j Pajak mempunya fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber

enerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

ugp uexwnjuesusw edue) Ul sM

©Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

Au

go

Ebanya%'nya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan

uey

n

cintensifikasi pemungutan pajak melalui peyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak,

ﬁseperﬁ pajak penghasilan (PPh), pajak pertambah nilai (PPN), pajak penjualan atas barang

agquw

mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

{2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

5,Pajak mempunya fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai

tujuan=tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

= 18
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e. Jenis-Jenis Pajak

H@h (2020:3) menyatakan bahwa jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian:

) Pajak Menurut Golongannya

) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak
Penghasilan.

) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

.) Pajak Menurut Sifatnya

) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri

(319 ueny My RjewosuEuep siusig In3TEDI) IR 191 11w eadd ey

Wiajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

{b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak.

g In)}

g.ontoh: Pajak Pertambahan Nilai

?) Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

=

éa) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
=)

= membiayai rumah tangga negara.

Lontoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang

x
Mewah.
A

M
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(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi
; dan pajak kabupaten/kota.

@ Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukaan, dan Pajak Rokok.

(ii) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam

dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

1% Asas Pemungutan Pajak

dLLI I

Resmi (2019:11) mengungkapkan Ada tiga asas yang digunakan dalam

]

ﬁemungutan pajak, yakni:

(1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak ber-

dasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan

ang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau
ﬁértempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang

Eiperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

€2) Asas sumber
- Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
‘v\)ilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang
jfnemperoleh penghasilan dari Insonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang
ﬁiperolehnya tadi.

tS) Asas kebangsaan

20
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Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya,
pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan

Bérkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

g Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa system
pémungutan, yaitu:
(@) Official Assessment System
FSistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
ﬁaraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif
§grta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para
5paratur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan
ﬁ)emungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada
bada aparatur perpajakan).
(2) Self Assessment System
= Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan
%endiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
E)Qrundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta
%egiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang
perpajakan yang sedang berlaku, mempunya kejujuran yang tinggi, dan menyadari
akan arti pentignya membayar pajak.
is) With Holding System
7% Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
Etunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai

= 21
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dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak

ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan

p}fesiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor,
dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau

t}daknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang

ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

h Kepatuhan Wajib Pajak

() Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Megpurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada

~ajaran-atau peraturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak taat dalam

e} WJl si

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuedsusw edu

mengikutin peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

(2) Kriteria Kepatuhan

: Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan

N‘o.74/PM K.03/2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

No. 39/PMK.03/2018 pasal 3 ayat (2), wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib

pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i:é) tepat waktu dalam menyampaikan SPT;

ib) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan

* pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

(c) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut; dan

@) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

= 22
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Tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi:

/(_arg)‘ Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak

A terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan
Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu;

(b) Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai

- dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak

% Kiriteria Tertentu; dan

(e) dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

é% Tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak

:berturut-turut; dan

(4|) tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak

berikutnya.

(d) Tidak mempunyai tunggakan pajak yaitu keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31
Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu

tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap

tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau

pengangsuran.
Zé) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik
atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun
; berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak

- Kriteria Tertentu.

= 23
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2.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor

20 fahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menegnah adalah sebagai berikut:

a.

C.

buepun-buepun 1bunpuniq eidiy yeH

Wsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
Tperorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
ndang ini.

iUsaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
éleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
{bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
inaupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kkri-
jferia Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

iUsaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di-
klakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak pe-
jrusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

‘Iangsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Un-

idang-Undang ini.

:T\/Ienurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas

Pepghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Pere-

darah Bruto Tertentu, dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi

Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan

terpatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak me-

lekihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun

Paj;k.

= 24
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3. Sosialisasi Perpajakan

+) Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 so-

sial{"?éai perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi

pefpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

H

2masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar
oo

”terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban

eyd

Minerungan (2013) mengungkapkan bahwa ada beberapa strategi sosialisasi perpa-

a

purgbuepun 1bunpunia

n, 1yﬁaitu:

pue

o

éz?ublikasi (Publication)

i Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik
meéia cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual sperti radio ataupun
telévisi.

b. iKegiatan (Event)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas
tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan
per%ajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur
nasional dan lain sebagainya.

C. %Pemberitaan (News)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan
befita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat
disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih
cepfai menerima informasi tentang pajak.

d. ZKeterlibatan Komunitas (Community Involvement)
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Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi

pajak) dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat

ket'r?huran untuk bersilaturahmi dengan tokohtokoh setempat sebelum institusi pajak

dibaka.

. :Rencantuman Identitas (Identity)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang

itu}ukan sebagai sarana promosi.
{Pendekatan Pribadi (Lobbying)

] Pengertian Lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal

unt;ik mencapai tujuan tertentu.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan

pedyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya
merjnasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kegi‘atan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak
keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran

magyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya

pajgk bagi negara. Negara dalam hal ni memberikan mandat kepada pemerintah telah
méRjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses
per;Ungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya
pajék bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik. (Winerungan,
2013)

Menurut Herryanto dan Toly, 2013, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan

pe'rEajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

a. =Sosialisasi langsung
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Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi
langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang
pen;l;ah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To
Carmpus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel),

isarésehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan
O

g\NOI‘kShOp/ bimbingan teknis.

. Sosialisasi tidak langsung

S Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada

pun 1bungun

ue

@masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh

un-

§kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi,

(@]

penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung
dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow
TV,WbuiIt-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/
majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan),
rubfik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga
penyuluhan (termasuk komik pajak).

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan

periqertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini
masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi
jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat
berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan
daep wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin
beftambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi

mLHgkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang
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menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak

yangypada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

4, ‘fl‘nsentif Pajak

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

a Definisi Kebijakan Insentif Pajak

Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh
negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia.
Adonesia saat ini secara garis besar memiliki dua jenis insentif yang ditawarkan
Epada investor yaitu Tax Holiday yang diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Tax Allowance yang
(ﬁatur dalam PP No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2015 tentang
Easilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha
Tértentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Tax Holiday yang ditawarkan berupa
ﬁ)engurangan PPh badan hingga 100% untuk waktu tertentu bagi investor yang
rﬁenanamkan modalnya dalam jumlah tertentu pada industri pionir sedangkan Tax
Allowance berupa pemberian fasilitas PPh bagi investor yang menanamkan modalnya
pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Kedua insentif
ﬁajak ini diharapakan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong investor
;Jntuk menanamkan modalnya di Indonesia yang merupakan salah satu emerging

country.

Walaupun Insentif Pajak bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi in-
vestasi ke suatu negara namun setidaknya mampu untuk meningkatkan "portofolio”
ydonesia dalam sektor pajak di mata investor. PBB dalam handbook tentang Protect-
ing the Tax base of Developing Countries Second Edition menjelaskan bahwa

Remerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara yang
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cukup besar dari insentif pajak. Pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan
meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insen-
t:if tersebut ineffective, inefficient, dan rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi.
Efektivitas insentif pajak secara langsung berkaitan dengan iklim investasi di suatu
r;egara sehingga ketika tedapat dua negara yang memiliki insentif pajak yang hampir
$ama maka secara substansial hal yang akan menarik Foreign Direct Investment (FDI)
adalah siapa yang memiliki iklim investasi lebih baik. Iklim investasi tersebut men-
Cjkup kondisi perekonomian negara (kondisi ataupun stabilitas ekonomi makro), in-
ftastruktur yang memadai, kemudahan dalam perizinan usaha, kepastian hukum, dan

I:éin sebagainya. (Alif Radix Tegar Sejati, diakses 10 Agustus 2020 melalui

https://www.paiak.qo.id/)

b Kebijakan Pemerintah Mengenai Insentif Pajak Di Tengah Pandemi COVID-

19

Setelah beredar wacana pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pa-
jak, akhirnya pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri
#<euangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Instentif Pajak Un-
iﬂk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai
;espon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Sebe-
jrumnya wacana mengenai pemberian intensif pajak ini sudah sempat beredar di ka-
7I7angan wajib pajak dikarenakan roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis
akibat wabah ini. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang

fmempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah.

> Pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April

sampai dengan September 2020. Artinya pasca peraturan ini disahkan penyampaian


https://www.pajak.go.id/
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SPT Masa April sampai dengan Masa September 2020 akan mulai diberlakukan pen-
erapan insentif kepada wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan yang
(;‘isebutkan dalam PMK tersebut. Pemberian insentif ini penerapannya tidak berlaku
sama untuk seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-
r;'lasing pajak. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis pajak penghasilan (PPh)
mendapatkan insentif dan tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif pada PMK
iiﬁi. Begitu juga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak semua Pengusaha Kena
Iiajak (PKP) dapat mendapatkan fasilitas ini. Lantas, jenis pajak mana saja yang diberi-

kﬁn insentif akibat wabah ini ? Berikut ulasannya
(&) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2 Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi
I;erja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang
memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum pada lam-
bi‘ran PMK 23 Tahun 2020, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pega-
wai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari 200
Juta rupiah. Artinya wajib pajak yang berstatus sebagai pemberi kerja tetap menjalan-
i;;{an kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh Pasal 21 dengan memberikan tambahan

penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai.

Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pega-
Wai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong pph pasal 21 atas pengha-
silan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima
Ifembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bu-

danan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si
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penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Di-
tanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan

tgrkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

FjPh Pasal 21 menyangkut jumlah yang besar dengan kepemilikan NPWP di Indonesia

saat ini masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan. PPh Pasal 21 juga

fnerupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selain PPN dan PPh Badan. Sudah
égwajarnya jenis pajak ini diberikan insentif kepada mereka selama wabah ini masih
lfgfcelum tahu kapan akan berhenti.

(2) PPh Pasal 22 Impor

Kedua adalah PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan
p%émbayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengi-
Ei}nan barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang se-
hakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari
hégara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia.
Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia
gahingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang men-
}ddi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif sep-
grti ini. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan

PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat

Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.

8) Angsuran PPh Pasal 25

== Ketiga adalah PPh Pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan
Hesarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6

Hulan ke depan. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku
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usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk

sementara selama wabah ini belum berhenti. Ketika kondisi seperti ini produktivitas

\;\[ajib pajak menjadi turun akan tidak adil jika wajib pajak yang selama ini membayar-
‘Kan angsuran jenis pajak ini tidak diberikan insentif. Selama peraturan ini, wajib pajak

tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena

akan berlaku secara otomatis.

(Z) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2 Terakhir ada PPN yang diberikan insentif selama masa wabah Covid-19 ini. Untuk

PPN perlakuan pemberian insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. In-

s;:’éntif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi
Ij;;apada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan
d| mulai pada masa april. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan
képada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai
eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan un-

@k PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5
?ﬁiliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam
Bengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang
;élama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi

yang mendapatkan insetif pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan

PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.

~ Perlakuan pemberian insentif dari keempat jenis pajak memang memiliki konsep

;Lang berbeda. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan yang seharusnya diterima oleh

wajib pajak yang selama ini melaksanakan kewajiban keempat jenis pajak tersebut,
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namun meskipun berbeda tujuannya tetap satu dengan memberikan stimulan kepada

wajib pajak yang terkena dampak atas mewabahnya virus ini.

Tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif ini. Hal itu telah dijelaskan pada
Igimpiran PMK 23 Tahun 2020. Hanya yang memiliki KLU dan/atau wajib pajak yang

ﬁelah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Selain

berusahaan berstatus KITE, wajib pajak yang telah ditentukan pada aturan ini juga
fidak seluruhnya dapat merasakan insentif keempat jenis pajak. Hanya 440 KLU yang
&apat menerima fasilitas insentif PPh 21 dan 102 KLU saja yang dapat diberikan pem-

b;gbasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, serta kemudahan restitusi PPN.

Jangka waktu 6 bulan ini juga merupakan pertimbangan yang sudah menjadi
Eeputusan yang matang sekaligus harapan semoga wabah ini dapat selesai sebelum
j%ngka waktu pemberian insentif ini selesai. Tidak ada yang mengharapkan
ﬁ)erekonomian lumpuh dan tidak ada yang menginginkan roda usaha berhenti kalau
fidak karena sesuatu hal buruk yang sedang menghampiri. (Sumber: Afrialdi Syah Pu-

tra Lubis, diakses 10 Agustus 2020 melalui https://pajak.go.id/)

i Sesuai dengan SP-19/2020 dan PMK No.44/PMK.03/2020, pemerintah me-
ialui Menteri Keuangan telah menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima
}fasilitas pajak dalam rangka mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah
iCovid-19. Selain memperluas sektor usaha penerima fasilitas yang sebelumnya sudah
tersedia, pemerintah juga memberikan fasilitas baru yang ditujukan kepada pelaku
tisaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Detail perluasan pemberian fasilitas dan

fasilitas pajak UMKM tersebut adalah sebagai berikut:

A1) Insentif PPh Pasal 21
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Karyawan pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri

tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor

(JKITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak
‘penghasilan ditanggung pemerintah. Dengan demikian karyawan yang memiliki

NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak

lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan
dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai

REEpada pegawai. Pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan

™

I{aporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan
I:éepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE.

(2) Insentif PPh Pasal 22 Impor

= Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, pada

berusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas
pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor. Fasilitas ini
Sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

(3) Insentif Angsuran PPh Pasal 25

n Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu,
%erusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan
@ngsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya
Eérutang. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan
perusahaan KITE.
(4) Insentif PPN

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu,

;erusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP

Berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih
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bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti

melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN,

a‘t%au penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan
Kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

() Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP

23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak

perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan

™

pémotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku

QMKM. Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP

23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak.

= Peraturan ini berlaku mulai 27 April 2020 mengingat insentif ini berlaku untuk

ﬁnasa pajak April 2020 hingga September 2020. (Sumber: Siaran Pers DJP, SP-
jl9/2020, “PEMERINTAH TAMBAH SEKTOR USAHA PENERIMA FASILITAS
PAJAK HADAPI DAMPAK EKONOMI COVID-19”, diakses 10 Agustus melalui

www.pajak.go.id)

» Karena situasi pandemi yang belum mereda, pemerintah mengeluarkan SP-

i;’O/ZOZO dan PMK No0.86/PMK.03/2020, stimulus pajak untuk membantu wajib pajak
#enghadapi dampak pandemik Covid-19 kini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha
‘dén dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih

sederhana. Detail perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas tersebut

adalah sebagai berikut:

1;1) Insentif PPh Pasal 21
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@ Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari

~1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas

:;kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat

o dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Ini berarti

Ekaryawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan

‘teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan

{‘mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong

; pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

(b) Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan

;insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua

Fbabang.

(:c) Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan

kperusahaan KITE.

&2) Insentif Pajak UMKM.

(é) Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP
23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM

tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran
@ kepada pelaku UMKM.

‘(b) Pelaku UMKM vyang ingin memanfaatkan fasiliasn ini tidak perlu mengajukan

Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

3) Insentif PPh Pasal 22 Impor
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(@) Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, pada

perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas

= pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

() Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang
L sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 431

bidang industri dan perusahaan KITE.

(4) Insentif Angsuran PPh Pasal 25.

(E) Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu,
perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan
] angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

(b) Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang

= sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 846

‘ bidang industri dan perusahaan KITE.

{5) Insentif PPN

(a) Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu,
perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP
berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah
lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan

" tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada

' pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

(b) Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 431 bidang industri dan

perusahaan KITE.

Seluruh fasilitas di atas dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan

atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di

Wwww.pajak.go.id, dan mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat
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keterangan diterbitkan hingga masa pajak Desember 2020. Pengaturan selengkapnya
termasuk rincian industri yang berhak mendapatkan fasilitas, contoh penghitungan,
t’%ta cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada
ti’:mggal 16 Juli 2020. Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak agar segera
memanfaatkan fasilitas di atas agar dapat membantu menjaga kelangsungan usaha di

tengah situasi pandemik saat ini. (Sumber: Siaran Pers DJP, SP-30/2020,

‘gMANFAATKAN STIMULUS PAJAK HINGGA AKHIR TAHUN 2020 “ diakses

10 Agustus melalui www.pajak.go.id)

] Pada saat skripsi ini selesai dan dicetak, tahun 2021 sudah ada PMK.110

[I3MK.O3/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor

é’i §6/PMK.O3/2020 tentnag insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona
3 {/irus disease 2019.

°B. Pepelitian Sebelumnya

Di Di karenakan penelitian saya adalah studi kasus baru dan di lakukan pada saat pandemic
=covid-19 yang baru terjadi di tahun 2020 ini, maka dari itu penelitian sebelumnya belum
“ditemgkan

%C. KErangka Pemikiran

Dengan adanya musibah non alam virus covid-19 ini. Negara Indonesia terkena dampak

ekonadmi yang cukup besar. Namun demikian, pemerintah tentu saja telah memperhitungkan

untuk@memilih langkah efektif yang terkait dengan kebijakan perpajakan agar masyarakat

tetap dapat bertahan dari sisi ekonomi dalam kondisi disrupsi krisis Covid-19. Dalam hal ini

stabilﬁjls ekonomi sangat diperlukan dalam kondisi krisis dan kebijakan perpajakan yang
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| tepat diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian. Kebijakan pajak meru-

pakanbagian dari kebijakan ekonomi, sehingga secara teori dapat diasumsikan bahwa pem-

cbuat kebl jakan akan merespon bahwa pengurangan beban pajak atau penundaan pembayaran

§pajak gkan membantu masyarakat dalam menghadapi masalah likuiditas yang mengakibat-
gké pef;wurunan kegiatan ekonomi. Dengan pengurangan beban pajak diharapkan masyarakat
§d%at jr‘neningkatkan produktivitas usahanya sehingga roda perekonomian dapat tetap ber-
agn dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.
291. é\pakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku
éc HMKM di Bekasi?

bue

UMT(M yang jumlahnya sangat banyak dan mempunyai kewajiban perpajakan juga se-
bagiamana wajib pajak lainnya, harus mengetahui mengenai aturan perpajakan dan apa
sajafperkembangan terbaru yang diberikan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan
pererintah akan disebarluaskan melalui sosialisasi dengan berbagai cara dan media.
Deﬁgan banyaknya saluran informasi untuk sosialisasi ini maka seharusnya wajib pajak

mengetahui apa saja kebijakan terbau dibidang perpajakan.

2. ;Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan

?oemerintah?

:Jaguins ueyingaAuaw uep ueyuwnyuesusw eduey Ul sijny eAsey ynin)as neje ugibeqs

Salia'h satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi ini adalah Insentif
Pefpéjakan akibat pndemi COVID-19, banyak pelaku UMKM kesulitan dalam menjalan-
kan-usahanya, oleh sebab itu pemerintah akhirnya membuat perarturan mengenai insentif
pajak. Karena kebijakan ini sangat bermanfaat bagi pengusaha UMKM maka mereka ha-

rustilya mengetahui hal ini .
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3. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan
(pemerintah?
u

Sela@ma masa pandemic COVID-19, banyak pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan

usa-ﬁ‘anya, oleh sebab itu pemerintah akhirnya membuat perarturan mengenai insentif pa-
3

%ak %erdasarkan batasan masalah nomor 3 ini jadi seharusnya wajib pajak UMKM dapat

O ®

Smemanfaatkan fasilitas ini.

=) A

= (0]

§4. :_Ei\pa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam

c £

2 imemanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

3 3

cPertierintah sudah membuat peraturan tentang insentif perpajakan yang dibuat di dalam

2 o

Q =

8PM§ No0.86 Tahun 2020, dimana beberapa pajak penghasilan diberikan kebijakan insen-
O

tif. g)lharapkan para masyarakat dapat terbantu dengan adanya insentif pajak ini, di sisi
Ialrﬁzpastl ada beberapa wajib pajak yang masih mengalami kendala dalam memanfaatkan

ms@tlf pajak ini, karena tidak semua wajib pajak UMKM sama pengetahuan perpa-

Q
jakahnya
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